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Otonomi Daerah berkembang sesuai dengan regulasi yang 
berlaku di Indonesia. Perkembangan tersebut difokuskan kepada 
reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Muara dari 
hal tersebut adalah tiingkat pelayanan Pemerintah Daerah yang 
maksimal kepada masyarakatnya. 
Refleksi dari hal di atas oleh Pemerintah kabupaten Kudus 
dilaksanakan secara bertahap. Wacana tentang Dana Bagi Hasil Cukai 
Rokok dapat menjadi salah satu kekuatan Pemkab Kudus untuk 
melaksanakan regulasi Pemerintahan Daerah yang berlaku dengan 
konsep Pelayanan Satu Atap yang mutakhir. 
Dari kondisi fisik yang ada sekarang serta kondisi non fisik yang 
berlaku, memunculkan gagasan untuk menciptakan ruangan pelayanan 
satu atap yang optimal dalam bentuk Gedung Baru Kantor Bupati 
Kudus. 
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KONDISI FISIK 
 
 
 
 
 
Pool Kendaraan 
Oprasional : 
1. T. Parkir Kend. Dinas 
2. T. Parkir Kend. Tamu 
 
 
 
 
 
Kantor KESBANGLINMAS 
1. Terdiri dari 3 ms bangnn 
2. 1 bgnn utk pos Pol PP 
 
 
 
 
 
Halaman Depan 
PENDOPO 
1. Ruang Terbuka Hijau 
2. Citra Visual Komp. 
 
 
 
 
 
Gedung Setda 
4 Lantai 
1. Kant. Bupati, Wabup 
 Dan SEKDA 
2. Mayoritas Kant. SETDA 
3. Kant. DIPENDA 
4. Kant. LITBANGLAHTASIPDA 
5. Kant. PM PPT 
6. Kant. BPD Jateng Kab. 
7. POLIKLINIK Kab. 
 
 
 
 
 
Gedung Eks Kantor 
DPRD 
1. Kant. BAPPEDA 
2. Kant. BAWASDA 
3. Kant. BKD 
 
 
 
 
 
Gedung Eks 
Wisma Pemda 
1. Kant. Sat Pol PP 
2. Kant. CAPILDUK 
3. Kantor KB 
 
 
 
 
 
Halaman Belakang 
PENDOPO 
1. Interest Area VIP
 
 
 
 
 
PENDOPO & 
Rumah Dinas Bupati 
1.  Bang. Konservasi 
 100% dilindungi 
2.  Aula keg Kabupaten 
3.  Kantor Bupati  
( M Tamzil ) 
4. Wisma Tamu VIP 
 
 
 
 
 
Lapangan Tenis 
INDOOR
 
 
 
 
 
Gedung Setda 
1 Lantai 
1. Minoritas Kant SETDA 
2. Perpust. LTBNGLHTSPD 
 
 
 
 
 
Gedung TK Pertiwi 
07 1 Kudus
Gb. 2, Kondisi Fisik Kompleks Kabupaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisting Kompleks Kabupaten 
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PETA LETAK SKPD 
Gb. 3, Peta Lokasi SKPD & UPTD Kabupaten Kudus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta Lokasi SKPD & UPTD di Kab.  Kudus 
Keterangan Gambar : 
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Di luar 
Untuk EFISIENSI, OPTIMALISASI & EFEKTIVITAS 
birokrasi, semua SKPD di tempatkan pada satu lokasi. 
Gb. 4, Diagram Kesimpulan Kondisi Fisik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPLEKS KABUPATEN 
BUPATI & WAKIL BUPATI 
SEKRETARIAT  DAERAH 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
LITBANGLAHTASIPDA 
PM  PPT 
BAWASDA 
B K D 
BAPPEDA 
KESBANGLINMAS 
CAPILDUK 
KANTOR KB 
DINAS DAERAH 
DIPENDA 
Di dalam 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
PENG. PASAR 
DINAS DAERAH 
DISNAKERTRANS
DINAS INDAKOP
DINAS PENDIDIKAN 
DINAS KESEHATAN 
DINAS LHPE 
DINAS PERTANIAN 
DINAS 
PERHUBUNGAN 
DPU
DINAS 
PAR & KEB 
Kesimpulan Kondisi Fisik 
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KONDISI NON FISIK 
UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
 
 
Pasal 60 Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah. 
Pasal 61 (2) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam 
menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, 
lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya. 
Pasal 61 (3) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 
Pasal 62 (3) Kepala Dinas serta Kepala Lembaga Teknis bertanggung jawab kepada 
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 
Pasal 68 (1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. 
Himpunan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah 
 
 
Pasal 2 ayat 2, PERDA Kab. Kudus No. 6 Tahun 2003 
Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor. 
Pasal 2 ayat 2, PERDA Kab. Kudus No. 7 Tahun 2003 
Dinas Daerah Kabupaten Kudus adalah : 
a. Dinas Pendidikan ; 
b. Dinas Kesehatan ; 
c. Dinas Pendapatan Daerah ; 
d. Dinas Pekerjaan Umum ; 
e. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi ; 
f. Dinas Pertanian ; 
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ; 
i. Dinas Perhubungan ; 
j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 
Gb. 5, Diagram Tata Laksana Pemerintahan Kabupaten Kudus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPALA DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DINAS DAERAH 
JALUR BIROKRASI 
TATA  LAKSANA  PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS 
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EFISIENSI, OPTIMALISASI dan EFEKTIVITAS 
PEMIKIRAN DASAR 
Gb. 6, Diagram Telaah Pemikiran Dasar 
Gb. 7, Diagram Telaah Penyamaan Persepsi 
KESIMPULAN 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TATA LAKSANA PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS 
Kep. MENDAGRI no. 16 Tahun 2003 
 tentang Tata Cara Birokrasi di Daerah 
 
Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, 
Bupati / Walikota sebagai kepala Eksekutif di Kabupaten/Kota 
berkoordinasi dalam satu lingkungan kerja dengan Sekretaris Daerah 
selaku kepala birokrat yang membawahkan Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah. 
 
Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang bersifat 
administratif/berhubungan langsung dengan Tata Laksana 
Pemerintahan Kabupaten/Kota, dimasukkan dalam satu lingkungan kerja 
sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat  
 
Efisiensi, Optimalisasi dan Efektivitas birokrasi di daerah diutamakan 
bagi pelayanan masyarakat yang bersifat multi Satuan Kerja dilakukan 
dalam satu atap yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing – 
masing daerah. 
GEDUNG BARU KANTOR BUPATI KUDUS 
SKPD di dalam 
Lingkungan Kantor Bupati 
SKPD di luar 
Lingkungan Kantor Bupati 
PENYAMAAN PERSEPSI 
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Gb. 8, Diagram Telaah Materi Perencanaan. 
A D M I N I S T R A T I F 
P E L A Y A N A N 
O P R A S I O N A L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
membawahkan 
administratif
teknis
MASUK 
PERENCANAAN 
DI LUAR 
PERENCANAAN 
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